GUBERNUR K.

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR# TAHUN 2021
TENTANG

MANAJEMEN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang
profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek
korupsi, kolusi, dan nepotisme, diselenggarakan penerapan
Sistem Merit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa untuk menyelenggarakan manajemen karier Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi
Kalimantan Barat berdasarkan Sistem Merit sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu diatur landasan hukumnya
dalam Peraturan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan
Selatan dan Kalimantan Timur {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali -dan
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomr 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminsitrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 'I‘e’n’téng' A

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang -

Perubahan Atfas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 '

Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Sipil (Lembaran Negara o

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran -
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian -
Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara .'-Repiibli_k S
Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara -

Republik Indonesia Nomor 6340);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur . Negara dan' o
reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 temang Standar'-
Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara - (Berita: Negara:
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomeor 1907); ' '

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 't'eﬁtéiig' a

Standar Kompetensi Pemerintahan (Berita _Neggra. --Répﬁ'blﬂ{“ S

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1606);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 temtang Pembentukaﬁ-'_f'_ A
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat-

(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 No_mm :
8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat -

Nomor 6} sebagaimana telah diubah dengem Peraturan Daerahi s

Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daérah E

Nomor & Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan =

Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahem

Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);

Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Nﬂau dar;i o
Kelas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kahmantaﬁ Barat o
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 20 19 Nomor 76);
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Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MANAJEMEN KARIER FEGAWAI]_? S
NEGERI SIPIL DI - LINGKUNGAN ~ PEMERINTAH PROVINSI,_;_.--_,: e

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dnnaksud dengan
1.

2,
3.

12, Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2019 tentang’f‘-._: S
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungs1 Ser‘i:a Tata S En
Kerjia Badan Kepegawaian Daerah Promns1 Kahmantan Barai:-f_ L
(Berita Daerah Provinsi Kahmantan Barat Tahun 2019 Nomor o S
123) sebaga;mana telah’ diubah . dengan Peraturan Gubemur

Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan e

Gubernur Nomor 123 Taliun 2016 tentang Kedudukan Susunai‘f-f A
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Ker_;a Badan' .
Kepegawaian Daerah Provinsi Kahmantzm Barat (Bemta Daerah

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 67)

13. Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun _ 2019 "ten‘i:ang

Pengembangan = Kompetensi -Pegawai Negeri- Slpﬂ di “Provinsi

Kalimantan Barat ( Benta Daerah . Frov1n31 I{ahmantan Barai:_"'_f-'f".i’_- )

Tahun 2019 Nomor 129);

MEMUTUSKAN':

KALIMANTAN BARAT.

BABI
KETENTUAN UMUM '
 Pasal 1

Daerah adalah Daerah Provinsi Kahmantan Barat

Gubernur adalah Gubernur Kahmantan Ba:rat

Pemerintahan Daerah adalah Gu’bemw séﬁé'gai unsur:};.;._j':"'_:_ o
penyelenggaraan Pemerintahan - Daerah yang mem1mp1n‘_; g
pelaksanaan urusan Pemermtahan yang memam kewenang&m’- e

Daerah Provinsi Kahmantan Barat.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubemur dan Dewanf"'

Perwakilan Rakyat Daerah dalam - penyelenggaraan urusan:
Pemerintahan yang menjadi - kewenangan Daerah va1ns1
Kalimantan Barat. '

Pejabat Pembina Kepeg&walan yang seianjutnya dlsebut PPK‘ f_":f

adalah Gubernur.

Pejabat yang Berwenang adalah Sekretarls Dae1ah Provmsy_ _:3:;:'.__:-'

Kalimantan Barat.

Badan Kepegawaian: )aerah selanjutnya d;smgkat BKD adalall-‘ :

Badan Kepegawaian Daerah Provmsi Kalzmantan Barat
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

- -

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Selanjutnjka' éiSihgka;t Kepa’}a
BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Kalimantan Barat. - '

Biro Organisasi adalah Biro Organisasi Sekz etarxat Daerah"_
Provinsi Kalimantan Barat. : B

Pegawai Negeri Sipil yang selanjuinya disebut PNS adalah PNS dlf o

lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kahmantan Barat

Jabatan adalah kedudukan yang menun;ukkan fungSI tugas,

tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam Suatu S

satuan organisasi Perangkat Daerah.

Jabatan Pimpinan Tinggi yang seianjutnya dlsmgkat J P’I‘ adaiahﬁf" D 3

sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemermtah
Pejabat Pimpinan Tinggi adalah PNS yang mendudukz J ?T L
Jabatan Administrasi yang seiangu’mya dlsmgkat JA adalah'-f" '

sekelompok Jabatan: yang berisi . furigsi dan tugas berkaltan"’:". :
dengan pelayanan -publik serta admmlstrasz pemermtahan dan -

pembangunan.

Pejabat Administr ator adalah PNS - yang mendudukl Jaba"ta:a ::-‘ s

Administrator.

Pejabat Pengawas adalah PNS yaﬂg menduduk1 Jabatemf;:":'__.';j_".:"_3:;_'.

Pengawas.

Pejabat Pelaksana adalah PNS yang menduduki Jabatan

Pelaksana pada instansi pemerintah. -

Jabatan Fungsiotial yang selanjutnya dlsmgkat JF adalah'
sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaztan;f
dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahhani:f}:f-' )

dan keterampilan tertentu.

Pejabat Fungsional adalah PNS yang menduduk; JF pada mstansfr.:' ol

pemerintah,

Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menungukkan tlngkat_ S
seorang PNS dalam rangkaian susunan instansi ‘pemer intah’ yaﬂgi_-: R
meskipun berbeda dalam hal jenis ‘pekerjaan, tetap1 cukup setara - e
dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung;awab dan tmgkatz-f:f-f e
persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan dzguna}{a;n sebagal dasar’ :

penggajian.

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteﬂstlk kerja yang e
dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan keterampﬂan, dan’
sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.f'."”f--_:'.f"3'_ i
jabatannya sehingga dapat melaksanakan tugasnya secaraf e

profesional, efektif dan eflslen
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22. Kompetensi ’i‘ekms adalah pengetahu&h, _
sikap/perilaku yang dapat dlamatl dmkur d:«m dmkemba:agkan_--._ HEES Vi
yang Sp&SIflk ber kazta:n dengan bidang i:ekms J abatem termasuk dioon

memimpin dan/ atau mengelo}a umt orgamsam

24. Kompetensi Sosial I{ui‘tural adaiah pengetahuan eterampllan
dan sikap/ penlaku yang dapat dzamatl dmkur dan

d11<:embemgkan terka;i dengan pengalaman bermiel ak81 dengan

warna kuht agama asal usul Jems kelamm
umur, atau kOI‘ldISl kecacatan et :

JPT, JA; dan JI‘

Pasal 2

Penyelenggaraan manag emen karler dlmaksudka _
mewujudkan pengembangan kaner, pengembangai_ kon :
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Pasal 3

Penyelenggaraan manajemen kamer Sebagaimana dimaksud dalaun RS =

Pasal 2, mempunyai tujuan: T S - e

a. memberikan kejelasan dan kepastian karier kepada PNS EREEEE

b. menyeimbangkan antara pengembaﬂgan karler PNS daﬂ:f'_'_ SR
kebutuhan instansi; ' . :

c. meningkatkan kompetensi dan'kinerja. PNS; dan

d. mendorong peningkatan profesionalitas PNS.

" Pasal 4

Manajemen karier menjam pedoman pengelolaan kame:r PNS yang |
dilakukan sejak pengangkatan pertama sebagal PNS sampa; dengan St
pemberhentian. _ _ o

~ Pasal 5
Manajemen karier PNS meliputi:

basis data PNS;

pengembangan karier;

pengembangan kompeteﬂm

pola karier; ' S o
mutasi/perpindahan dan promosz dan
sistem informasi karier.

me R0 TR

‘BAB II _ o
BASIS DATA PEGAWAI NEGERI SI?IL
~ Pasal 6 : Lo i RO .
(1) Dalam rangka Qen}f“eienggaraan manajemen karlm PNS dzsusun"'f o

a. standar kompetens1 Jabatan; dan
b. profil PNS. :

(2) Standar kompetensz J abatan sebaga1mana dimaksud g)ada ayatf
huruf a, paling sedikit terdm atas: e

nama Jabatan;

uraian Jabatan;

kode Jabatan;

pangkat yang sesuai;

kompetensi; dan

ukuran kinerja J abatan

OO0 T

(3) Profil PNS sebagaumana dlmaksud pada ayat (1) Ifi’t_,_Irtiff-}b
merupakan kumptulan informasi PN S, terdiri atas Sl
a. data personal, paling Sedlklt niemuat:

nama;

nomor induk pegawal

tempat tanggal lahir;

status perkawinan;

agama; dan

alamat.

AR ELB L S

b. kualifikasi, mei‘upakan mformasz mengenm kuallfzkam

pendadlkan formal PNS dari j 3enjang palmg tmgg1 sampm dengarz L

jenjang paling rendah;
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c. rekam jejak Jabatan merupakan 1nformas1 mengeﬂm r1wayat':f”-
jabatan yang pernah diduduki PNS; ' :

d. kompetensi, merupakan mforma31 mengenaz kemampuan PNS '_'::-j

dalam melaksanakan tugas Jabatari; . i
e. riwayat pengembangan kompetensi, mempakan mformasz' :

mengenai riwayat pengermbangan kompetensi yang pernah .
diikuti oleh PNS, meliputi riwayat pendldﬁ{an dan peiatxhan [

seminar, kursus, penataran dan/ atau magang; -

f. riwayat hasil penilaian kinerja, merupakan 11"1formasz mengenmi_:_ _:-_-: L
penilaian kinerja yang dilakukan: berdasarkan perencanaan“-

kinerja pada tingkat individu dan’ tmgkat unit atau. organisasi
dengan memperhatikan target, capaian, hasﬂ da:n manfaat S
vang dicapai serta perilaku PNS; dan © -

g. informasi kepegawa;an lainnya, - merupakaﬁ mf01mas1 y’ang-;--_ .: " o
memuat prestasi, penghargaan, dan/ atau hukuman yang;.:._: S R

pernah diterima oleh PNS.

{4} Profil PNS sebagaimana dimaksud pada aya’t ( ) d1kelola oleh BKD ' '.
dalam Sistem Informasi Administrasi Kepegawman yang:i;- R R
terintegrasi dengan Sistem Informasx Aparatur S1p11 Negara sec:ara'-;_'

nasional.

BABII |
PENGEMBANGAN KARIER
Bégian Kesatu
- Umum
' Pasal 7

(1) Pengembangan karier PNS 'disélenggariakah berdasaz }{an

kualifikasi, kompetensi, dan kinerja - pegawal éengali_f_
memperhatikan kebutuhan instansi pemermtah -

(2) Manajemen pengembangan kamer PNS dﬂaksanakan mel&iul I_ A

a. mutasi; dan
b. promosi.

(3) Penempatan PNS pada Jabatan dﬂaksanakan dengan berpedoman_f .'Z
pada pengembangan karier sebagazmmza dunaksud pada ayat (1)

dan ayat {2).
Bagian Kedua .
Jenis, Jen;aﬂg dan Rumpum Jabatan
 Pasal 8 '

Jabatan PNS meliputi:
a. JPT;
b. JA; dan
c. JF,

' Pasal9 ; _ s
(1) Jenjang JPT sebaga;mz—ma dimaksud dalam Pasai 8 huruf a
melipufi:

a. JPT Madya atau setara dengam Jaba’can eselon Ib dan

b. JPT Pratama atau setara dengan Jabatan eselon Ha dfm
Jabatan eselon Iib. :
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(2} Jenjang JA seba.galmana dm'iaksud daiam Pasaft 8 huruf b
meliputi: : _ :

a. Jabatan administrator atau setara dengaﬂ Jabatan es eion EIIaf{"_'__._' B
dan Jabatan eselon HIb; 2y _ o

b. Jabatan pengawas atau setara dengan Jabai,an eselon IVa da:n:- f o
jabatan eselon IVb; dan - :

c. Jabatan pelaksana. : o
{(3) Jenjang JF sebagaimana :dimaksud dalam Pasal 8 hm E;Ef c -
meliputi: -
a. Jenjang JF Ahli, meliputi:
1. JF Ahli Utama;
2. JF Ahli Madya;
3. JF Ahli Muda; dan
4. JF Ahli Pertama. _ _
b. Jenjang JF Keterampﬂaﬁ, meliputi: _
1. JF Penyelia atau ja‘ba%an’ yvang seta'ra,' o
2. JF Mahir atau Jabatan yang setara; o
3. JF Terampil atau 3abatan yang setara; dan
4, JF Pemula atau jabatan yang setara.

- Pasal 10

(1) JPT, JA, dan JF dzkelompokkan ke dalam rumpunjabata.n £ TR TR
(2) Rumpun jabatan sebagaimana dimaksud = pada - ayat:;_?('f:)'-__- o
berdasarkan ketentuan pei aturan: perundang undangan i

Bagian Ketiga _
Kualifikasi, Kompeten:si, dan Kinerja B :
Pasal 11 .
Kualifikasi Jabatan, paling rendah terdm atas:
a. pendidikan formal; ' S R
b. pangkat/ golongan atau keias Jaba'tan dan e
c. riwayat Jabatan. '

- Pasal 1?

(1) Biro Organisasi menyusun _ standar kuallﬁkasz Jabatan ey
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dalam bentuk syalatt'__' e
Jabatan berdasarkan analisis Jabatan, ariahszs bebaﬁ l«cer_]a da_n--'_ G
evaluasi Jabatan. = IR e

(2) Standar kualifikasi Jabatan sebaga;mana d1maksud pada ayat ( ) B
ditetapkan dengan Keputusan Gube1 nur. ' . i

- Pasal 13

Kompetensi Jabatan, meliputi:

a. kompetensi manajerial;

b. kompetensi teknis;

c. kompetensi sosial kultural; dan
d. kompetensi pemerintahan.
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(1)

(1)

(2)
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Pasal 14

Kompetensi Jabatan manajerial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 huruf a mencakup:

a. integritas;

b. kerjasama;

komunikasi;

orientasi pada hasil;

pelayanan publik;

pengembangan diri dan orang lain;
mengelola perubahan; dan

PRt a0

. pengambilan keputusan;

Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf |
b diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan tekms
fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis.

Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
huruf ¢ mencakup perekat bangsa.

Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasai 13"j =
huruf d mencakup: :

a. kebijakan desentralisasi;

hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah;
pemerintahan umum;

pengelolaan keuangan Daerah;

urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD; dan

etika pemerintahan.

® e oo0

Pasal 15

Biro Organisasi menyusun standar iaompetensz sebagwmana*_’; -

dimaksud dalam Pasal 14 untuk penempatan Jabatan Sesuaai? B

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar kompetensi sebagaimana dimaksud- pada ayat (1)5 o
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. o

Pasal 16

Setiap PNS dinilai melalui  evaluasi korﬁpéter{sz dengani:

berpedoman pada standar kompetensi Jabatan sebagalmana-_

dimaksud dalam Pasal 15 dan kamus kompetensz Jabatan.

Evaluasi kompetensi PNS sebagaimana-dimaksud pada ayat ( 1) e
dilakukan secara berkala paling singkat 6 (enam) buieu’;, dan paimg- R e

lama 2 (dua} tahun.

Evaluasi kompetensi PNS sebagaimana dlmaksud pada ay&t (i):- :
dan ayat (2}, dilakukan oleh BKD, :

Kamus kompetensi Jabatan sebagaimana d1maksud pada ayat (1) 2 |

disusun oleh Biro Organzsasz

Dalam melaksanakan evaluasi kompetensi, BKD dlbantu oleh Tlm:.... B : =5
Assesor Sumber Daya Manusia Aparatur atau dapat bei»:er;a sama .

dengan assesor independen.
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(6) Kepala BKD menetapkan standar operasional dan pi‘dseéur':' o

pelaksanaan evaluasi kompetensi.

Pasal 17

(1) Biro Organisasi menyusun bentuk indikator kinerja Jabatan

berdasarkan target Rencana Kerja Pemerintahan Daerah yang_ o

diuraikan menjadi indikator kinerja Perangkat Daerah.

(2) Indikator kinerja Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), '
menjadi dasar ukuran kinerja Jabatan. .

(3) Indikator kinetja Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), -
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 18

(1) Penilaian Kinerja bertujuan untuk menjamin 'objektivﬁas“'

pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestam dan szstem :

karier,

{(2) Penilaian kinerja PNS sebagaimana dimaksud- pada ayat (1),
dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja’ pada tingkat individu =
dan tmgkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target st
capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perﬂaku PNS yaﬂg i

bersangkutan.

(3) Penilaian kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada &yat (1) daia':_'-"
ayat (2), dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel partzmpatzf s
dan transparan. o R

(4) Penilaian kinerja PNS sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) 'a'vat 2 B
(2), dan ayat (3), dilakukan oleh atasan langsung PNS yang .
bersangkutan atau oleh pejabat yang ditentukan oleh Peja‘bat ya:nﬁ PR

Berwenang.

{5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemiamn kmerja"
diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Bagian Keempat
Kelompok Renc:—mé Suksesi
‘Pasal 19

(1) kelompok rencana suksesi ditetapkan oleh PPK

{(2) Kelompok rencana suksesi sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) _' E "

berisi kelompok PNS yang memiliki:
a. kompetensi sesuai klasifikasi jabatan; - S
b. memenuhi kewajiban pengembangan kompetenm dan

c. memiliki penilaian Iﬁnexj;a paling rendah bermlai baik dalam 2
(dua} tahun terakhir. SR

(3) Kelompok rencana suksesi sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) s SR

dan ayat (2), d1keio}a oleh BKD.

HARD PERANGHAT DATRAH
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BABIV L
PENGEMBANGAN KOMPBTENSI '
‘Pasal 20 S

(1) Setiap PNS memiliki hak dan kesempat&n yang sama untuk_:_'_}_ e

diikutsertakan dalam pengembangan kompeﬁ:en&

(2) Pengembangan kompetensz sebagazmana dunaksud pada. ayat (1)
merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensl PNS G
sesuai dengan standar Immpetenm gabatan dan rencana_
pengembangan karier. SR : AL

Pasal 21

(1} Pengembangan kompetens1 bagz setzap PNS dﬂakukan pahng -_:_g
rendah 20 {dua puluhj jam: pelajaran dalam: 1 (satu) tahun sesuai | o

ketentuan peraturan perundang- undangan Rt

(2) Pengembangan 1{01npetensl sebagazmana dzmaksud dalam Pasal
19 menjadi dasar pengembangan karier. dan menjam sal
dasar bagi pengangkatan 3abatan : 2 :

 BABV
POLA KARIER
Pasal 22

Pola karier merupak:an Poia dasar mengen&; urutan penempatan
dan/atau pez:pmdahan PNS dalam dan antar Posisi di se iap jemni
dan/atau jenjang jabatan secara - berkesmambungaﬁ;_ "”=dengan
memperhatikan jalur karier, o e

Pasal 23
Pola karier PNS berbentuk:

a. horizontal,yaitu perpmdahan dan satu pOSlSl Jabatan ke posm;
Jabatan lain yarig: setara, balk di daiam satu kelompok maupun
antar kelompok JPT, JA atau J By ' ' i

b. vertikal, yaitu peiplndahan dari satu pos1sz Jaba‘tan ke _:pesn_
Jabatan yang lain yang leb1h tmggl ch daiam satu kelompok JP’T
JA, dan JF; dan . _ S e

c. diagonal, yaitu perpmdaharl dan saiu pomsz Jabatan ke ‘o si
Jabatan lain yang 1eb1h t1ngg1 antar kelompok J PT JA atau JF_

Pasai 24

{1} Pola karier berbentuk horlzonta} dan vemkal_ ;se'bag imana
dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dan huruf b;’?{dﬂaksm}akan
dengan memperhatlkan - Ll el
a. jenis Jabatan;dan -
b. kelas Jabatan.
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(2) Pola karier berbentuk horizontal untuk JPT yang telah menduduki-

jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima)
tahun, dilaksanakan setelah dilakukan uji kompetensi.

(3) Pola Karier berbentuk vertikal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 huruf b, dilakukan melalui promosi jabatan.

BAB VI
PROMOSI
Bagian Kesatu
Promosi Dalam Jabatan Fungsional
Pasal 25

{1} JF Pemula dapat diangkat dalam JF Terampil, dengan ketentuan:

a.
b.

memenuhi angka kredit JF terampil;

penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling
rendah bernilai baik;

terdapat formasi JF terampil pada Perangkat Daerah;

. memiliki peringkat terbaik dan/atau 3 (tiga) besar rencana

suksesi sistem merit dan ditetapkan oleh PPK; dan

. persyaratan lainnya sesuail ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang JF.

(2) JF Terampil dapat diangkat dalam JF Mahir, dengan ketentuan:

a.
b.

memenuhi angka kredit JF Mahir;

penilaian prestasi kerja dalam 2 {(dua) tahun terakhir paling
rendah bernilai baik;

terdapat formasi JF Mahir pada Perangkat Daerah,;

. memiliki peringkat terbaik dan/atau 3 {tiga) besar rencana

suksesi sistem merit dan ditetapkan oleh PPK; dan

. persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang JF.

(3) JF Mahir dapat diangkat dalam JF Penyelia, dengan ketentuan:

a.
b.

memenuhi angka kredit JF Penyelia;

penilaian prestasi kerja dalam 2 {dua) tahun terakhir paling
rendah bernilai baik;

terdapat formasi JF Penyelia pada Perangkat Daerah;

. memiliki peringkat terbaik dan/atau 3 (tiga) besar rencana

suksesi sistem merit dan ditetapkan oleh PPK; dan

persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang JF.

JF Penyelia dapat diangkat dalam JF Ahli Pertama, dengan
ltetentuan:

a.
b.

memenuhi angka kredit JF Ahli Pertama;

penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling
rendah bernilai baik;

terdapat formasi JF Ahli Pertama pada Perangkat Daerah;

. memiliki peringkat terbaik dan/atau 3 (tiga] besar rencana

suksesi sistem merit dan ditetapkan oleh PPK; dan
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e. persyaratan lamnya Sesua1 ketentuan peraturan pemndan
undangan di bidarw JP.- SRR : e

(5) JF Ahli Pertama dapat dlangkat daiam JF Ahh Muda deng'
ketentuan: S L

a. memenuhi angka kredlt J P Ahh Muda, Rt o e

b. penilaian prestasi kezja dalam 2 (dua} tahuﬁ terakhw pa11r1g._:i':'z"-"7- e
rendah bernilai baik;

c. terdapat formasn JF Ahh Muda pada Perangka‘t Daerah

d. memiliki penngkat terbaik dan Jatau 3 (uga} besar I
suksesi 51stem merlt dem dltetapkan sleh PPK dan -

e. persyaratan lamnya sesuaz ketentuan peraturan pen111dang~'
undangan di bzdangJF AT

(6) JF Ahli Muda dapat dlangkat dalam JF‘ Ahh Madya, _ dengaﬁ:
ketentuan: ' : 5
a. memenuhi angka kredzt J F Ahh Madya

b. penilaian prestasi ker}a daiam 2 (dua) 'téhuﬁ .erakhzr pahng:
rendah bernilai bazk " : _ .

c. terdapat formas1 JF. Ahii Madya pada Pemngk t Daerah
d. memiliki pemngkat terbaik dan/ atau 3 (tlga) hese
suksesi sistem merit dan dxtetapkan oleh PPK;dan

e. persyaratan 1a,111nya ‘sesuai: ketentuan peraturan "peru
undangan di bldang JF. 9 :

{7} JE Ahh Madya dapat dlangkat dalam JF Ahll Utamia,
ketentuan: - :

a. memenu}n angka kredii: J F Ahh Utama

b.

rendah berm}al balk

c. terdapat forma31 JF Ahh Utama pada Peranﬂk__”

d. memiliki pemngkat terbalk dan Jatau 3 ({tiga) b
suksesi sistem merit dan dltetapkan oleh PPK; ds

e. persyaratan Iamnya sesuai’ ketentuan pe1atm an. perundan
undangan di bxdang JE. L i

(8) Promosi dalam Jabatan Fungsmnal darl Jabatan lam den
ketentuan: 3 : :

a. memenuhi angk:a krechi yang dipersyaratkan dalam J F

b. penilaian prestasz kezja dalam 2 (dua) tahun erakhar paling
rendah bernilai baik; - i

c. terdapat forrna& JF pada Perangk:at daerah

d. memiliki permgkat te1ba1k dan Jatau 3 (ttga besar 1
suksesi sistem merit dan d1tetapkan Oieh PPK ydan i

e. persyaratan. 1amnya sesua1 k@t@ntuan peraturan 3¢

undangan di. b1dang JF
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Bagian Kedua = T
Promosi Dalam Jabatan Peﬁgaﬁ}a's' '
Pasal 26 T

(1) Jabatan Pelaksana dapat d1angkat daiam J abatan Pengawas : :"_::': _:__5

dengan ketentuan;

a. pengalaman kerja pada Pelaksana pahng kulang 4. (empa’t:)'f_-" o

tahun; REREI S
b. memenuhi standar 1<ompetensl Jabatan Pengawas, R

1v;

c. memiliki ljazah Pendidikan Formal Jenjang Strata 1/ D1p10ma:f! o

d. penilaian prestasi kezja dalam 2 (dua) tahun tera_khlr palmg:_;._.}

rendah bernilai baik; .
e. lolos seleksi internal oleh Tim Pem}en Kmerja

f. memiliki peringkat 3 (tiga) hesar rencana SLIkSESI szstem mem;;'f:.j_-_-__'._f_;_'_ o

yang ditetapkan oleh PPK;

g. lebih diutamakan memiliki Serufzkat Pengadaan Barang/ Jasa,
dan : _

h. lebih diutamakan memlh}s:l Sertiﬁkat Dﬂdat Kepem1mp1nan“-::. - -

Tingkat IV.

(2) JF Ahli Pertama dapat dlangkat daiam J abatan Pengawas, denganizgj C

ketentuan:

a. memiliki pangkat mzmmai Penata’ Muda ngkat I Gglongan-;";?:-”--'-'-'-

Ruang III/b; S At b
b. memenuhi standar kompetensz Jabatan, g
. memiliki [jazah Pendidikan Formal Strata 1 atau Dlploma 1v;

©

d. penilaian prestasi kerja da}am 2 (dua) tahun terakhzr pahng;;,_ e

rendah bernilai baik; TN
e. lolos seleksi internal oleh Tlm Pemlal Kmerja

£. memiliki peringkat 3 (txga) besarr rericana suksém smtem'___
yang ditetapkan oleh PPK; : : . L

g. lebih diutamakan memiliki Semﬁkat Pengadaan Barang/ Jasa,

h. lebih diutamakan memzhkl Sertlf}kat Dzkla{ Kepemlmpmany
Tingkat IV; dan . : i

i. formasi JF Ahli Pertama yang bersangkutan dapat dnsz kemba
oleh PNS lain. . FE

Bagla:a Ketxga | . -
Promosi Dalam Jabatan Adrmmstratm i .:':.': S SR
~ Pasal 27 ' o

(1) Jabatan Pengawas dapat c’ilangkat dalam Ja’batan Admzmstratar ,: :3:'_':-. e

dengan ketentuan: B RS
a. pengalaman kerga dalam Jaba‘tan Pengawa*s palmg kurang o
{tiga) tahun; .
b. memenuhi standar Kompetens1 Jabaiarz Admmmtrator
c. memiliki ljazah Pendidikan Formai S'aata 15 e
d. penilaian prestasi kerja dslam 2. (dua) tahun terakhzr palma
kurang bernilai baik; a : : R
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(2) JF Abli Muda dapat diangkat dalam Jabatan Admlmstratc}l S

(1) Jabatan Administrator dapat dlangkat daiam JPT Pratama, .

g.

-15-

. memiliki permgkat 3 (tiga) besar rencana sukses1 smtem ment'_'_'_.

yang ditetapkan oleh PPK; o
lebih diutamakan memlhkz Sertifikat Pengadaan ’Barang / Jasa _
dan

lebih dlutamakan memiliki Sertifikat i)lklai Kepemzmpman L

Tingkat III.

dengan ketentuan:

a.
b.
c.

d.

memenuhi standar Kompetensi Administrator;
memiliki jjazah pendidikan formal Strata 1;

penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir pahngé- o

rendah bernilai baik;

memiliki peringkat 3 (tiga) besar rencana sukse51 smtem merﬁ:‘::'

vang ditetapkan oleh PPK;
lolos seleksi internal oleh Tim Penilai Kmer_;a

lebih diutamakan memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/ Ja asa, i
. lebih diutamakan memiliki Sertifikat Diklat" Kepem1mp1nan e

Tingkat III; dan

. formasi JF Ahli Muda yang bersangkutan dapat d11s-.1 kembali'.'

PNS lain.

Baglan Keempat

Promosi Dalam J abatan Pimpinan nggz Pratama

Pasal 28

dengan ketentuan:

a.

b.

C.

pengalaman kerja dalam’ Jabatan Admmzstra‘i:or pahng rendah i o

2 (dua) tahun; : .
mementihi standar Kompeten& JPT Pratama,

lebih diutamakan memiliki Ijazah Pend1d11<:an Formai Pasca';--.-"'_: £

Sarjana/ Strata 2;

. lolos seleksi internal oleh Tim Penilai Kmerja, PR R i
. penilaian prestasi kexj}a dalam 2 tahun terakhzr pahng rendah_' gt by

bemﬂal beuk

vang ditetapkan oleh PPK

.

h. lebih diutamakan memiliki Sert}ﬁkat Daklat Kepemlmpmanfj e
Tingkat II. _ R

JF Ahli Madya dapa‘t d1angkat dalam JP‘T Pratama, dengaﬁ : g

ketentuan: _ s

a.

b,

memenuhi standar Kompeten& JPT Pratama

lebih diutamakan memﬂl}ﬂ ljazah ?endadﬂcan Formai Pasca :.' G

Sarjana/ Strata 2;

. penilaian prestasi kerja dalam 2 “S:ahun terakhir pa’hng rendah - o

bernilai sangat baik;

lolos seleksi internal oleh Tim Penilai Kinexja; -

KARG PRRANGKAT DAERAW || _ SRSIUNI o R
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e. memmiliki peringkat 3 (‘uga) besar rencana sukse& smtem memt i

yang ditetapkan oleh PPK;

f. lebih diutamakan memiliki Sertifikat Pengadaan Baran /Jasa e i

g. lebih diutamakan memiliki Sertifikat Dildat Kepemlmpman:_ .

Tingkat II; dan

h. formasi JF Ahli Madya yang bersangkutan dapat d11s1 kembah o

oleh PNS lain.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Peng1's.1an Dalam

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama diatur - dalam Peraturan S

Gubernur tersendiri.

Bagian Kelima _
Promosi Dalam Jabatan lepman Tinggi Madya ;.
Pasal 29 :

JPT. Pratama dapat diangkat dalam JPT Madya dengan AT

ketentuan:

a. memenuhi standar Kompetensi JPT Madya,

b. lebih diutamakan memiliki ljazah Pendzchkan I‘ormal Doktarai/ :i_' | e

Strata 3;

c. penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun ter&khlr pahng-_';

rendah bernilai sangat baik;

d. memiliki per mgkat 3 (uga) besar 1encana suksea mstem
dan ditetapkarn oleh PPK; L

e. lebih dmtamakan memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/ J asa,"

dan

f. lebih diutamakan memiliki- Sertifikat Dzkiat I{epemlmpman'f

Tingkat 1.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Peng131an Daiam -f:-.
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya *diatur daia.m Peratulan D

Gubernur tersendiri.

© BAB VII
5 MUTAS_I
Pasal 30

(1) Mutasi pada Pemerintah Daerah mehputl

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Mutasi pada Pemenntah Daeiah S

a. PNS yang dimutasi dalam hngkungaﬁ Pememntah Daerahfi-"f e

Provinsi; R
b. PNS yang mutasi ke luar Pemerintah Daerah Provunsz, dan
c. PNS yang mutasi ke Imgkungan Pemermtah Daerah Prov1ns1

Provinsi diatur dalam Peraturan’ Gubemur tersendzm
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; BAB Vi e
SISTEM INFORMASI IVIANAJEMEN KARIER
Pasa131 S

(1) Sistem informasi’ manajemeﬁ karler benm mengen'
pelaksanaan mana;emen karler ' L

(2) Sistem informasi managemen keu ier sebagazman ) dimaksud.pada
ayat (1), merupakan- bag;an yang temntegra
informasi ASN. .~ - Ry

(3) Sistem informasi. mana;amen kaner sebagazmana e
ayat (1) dan ayat (2) dwdeﬁggarakan oleh BKD

BAB iX
KETENTUAN PENUTUP
' Pasal 32 e
Peraturan Gubernur 1n1 mulal beﬂaku pada tanggal i

Agar setiap orang mengetahumya memermtahkaﬂ pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatanny‘ dalam Berita Daerah
Provinsi Kahmantan Barat S

D1tetapkan dz Ponmanak
pada tangga} ?’ 7

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 27 Ayl zou

SEKRETARIS DAERAH S
PROVINSI KALIMANTAN BARAT, -

x
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